
SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN 
SEKRETAJUSJENDERAL 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 7 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN SEKRETAJUS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 

TAHUN 2015 TENTAlfG ORGANISASI DAN TATA KERJA 
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

SEKRETAJUS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang .Nomor 17 Tahun 2014 tentang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdapat 
perubahan dalam jumlah Alat Kelengkapan Dewan 
Perwakilan Rakyat Repu blik Indonesia yang harus 
ditindaklanjuti dengan pembentukan unit 
pendukungnya; 

b . bahwa pembentukan unit pendukung sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan 
persetujuan tertulis Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam 
surat Nomor B/297 /M.KT.Ol/2018 Perihal 
Penataan Organisasi dan Tata Keija Sekretariat 
Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia; fv 

y 



Mengingat 

Menetapkan 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu 
menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang 
perubahan kedua atas Peraturan Sekretaris 
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi 
dan Tata Keija Sekretariat Jenderal dan Badan 
Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Repu blik 
Indonesia; 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6187); 

2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang 
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43); 

3. Peraturan Sekretaris J enderal Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 
tentang Organisasi dan Tata Keija Sekretariat 
Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor 2 Tahun 2016; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN 
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERW AKILAN 
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2015 
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA 
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKY AT REPUBLIK INDONESIA. 
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Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 2 Tahun 2016, diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 11 huruf g dan h diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal11 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, 
Biro Protokol menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Biro Protokol; 
b. perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Biro Protokol; 
c. perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Biro 

Protokol; 
d. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit 

organisasi di lingkungan Biro Protokol; 
e. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan 

keprotokolan; 
f. pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan keprotokolan; 
g. pelaksanaan dukungan keprotokolan dalam acara Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan 
Badan Keahlian, serta dukungan keprotokolan Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia di bandara; 

h. pelaksanaan dukungan keprotokolan dalam upacara Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan 
Badan Keahlian; 

1. pelaksanaan penyaluran delegasi masyarakat dan 
penyelenggaraan urusan logistik keprotokolan; 

j. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Deputi Bidang 
Adrninistrasi; 

k. penyusunan laporan kinerja Biro Protokol; dan 
1. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang 

Administrasi. 

2. Ketentuan Pasall08 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 108 
Biro Persidangan I mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan 
persidangan komisi dan persidangan paripuma, serta pelaksanaan 
dukungan penyusunan risalah rapat Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia. 
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3. Ketentuan Pasal109 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal109 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, 
Biro Persidangan I menyelenggarakan fungsi: 
a . perumusan dan evaluasi rencana strategis Biro Persidangan I; 
b. perumusan dan evaluasi program ke:rja tahunan Biro Persidangan 

I; 
c. perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Biro 

Persidangan I; 
d. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit 

organisasi di lingkungan Biro Persidangan I; 
e. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan 

persidangan; 
f. pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan persidangan di Biro 

Persidangan I; 
g. pelaksanaan rapat di komisi I sampai dengan komisi XI dan 

persidangan paripuma; 
h. pelaksanaan tata usaha persidangan di komisi I sampai dengan 

komisi XI dan persidangan paripuma; 
1. pelaksanaan dukungan penyusunan risalah rapat Dewan 

Perwakilan Rakyat Repu blik Indonesia; 
J. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Deputi Bidang 

Persidangan; 
k. penyusunan laporan kinetja Biro Persidangan I; dan 
1. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang 

Persidangan. 

4. Ketentuan Pasal 110 ditambahkan huruf m dan n, sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 110 
Biro Persidangan I terdiri atas: 
a. Bagian Sekretariat Komisi I; 
b. Bagian Sekretariat Komisi II; 
c. Bagian Sekretariat Komisi III; 
d . Bagian Sekretariat Komisi IV; 
e. Bagian Sekretariat Komisi V; 
f. Bagian Sekretariat Komisi VI; 
g. Bagian Sekretariat Komisi VII; 
h . Bagian Sekretariat Komisi VIII; 
i. Bagian Sekretariat Komisi IX; 
J. Bagian Sekretariat Komisi X; 
k. Bagian Sekretariat Komisi XI; 
1. Bagian Persidangan Paripurna; 
m. Bagian Risalah; dan 
n . Kelompok Jabatan Fungsional. 
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5. Diantara Pasal 158 dan 159 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 
158A dan 158B sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal158A 
Bagian Risalah mempunyai tugas melaksanakan dukungan 
penyusunan risalah rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia. 

Pasal158B 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
158A, Bagian Risalah menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Risalah; 
b. penyusunan bahan kegiatan di bidang penyusunan risalah; 
c. pelaksanaan kegiatan di bidang penyusunan risalah; 
d . pelaksanaan penyusunan risalah rapat Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia; 
e. pelaksanaan tata usaha Bagian Risalah; 
f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro 

Persidangan I; dan 
g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro 

Persidangan I. 

6. Ketentuan Pasal161 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal161 
Biro Persidangan II terdiri atas: 
a. Bagian Sekretariat Badan Legislasi; 
b. Bagian Sekretariat Badan Anggaran; 
c. Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara; 
d. Bagian Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan; 
e. Bagian Sekretariat Badan Urusan Rumah Tangga; dan 
f. Bagian Sekretariat Panitia Khusus. 

7. Diantara Pasal169 dan 170 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 
169A, 169B, 169C, dan 169D sehlngga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal169A 
Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara mempunyai 
tugas melaksanakan dukungan rapat dan tata usaha Badan 
Akuntabilitas Keuangan Negara. 

Pasal169B 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
169A, Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat 

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara; 
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b. penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan; 
c. pelaksanaan kegiatan di bidang persidangan; 
d. pelaksanaan penyiapan bahanfmateri dan pelaksanaan 

dukungan rapat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara; 
e. pelaksanaan dukungan tata usaha Badan Akuntabilitas Keuangan 

Negara; 
f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro 

Persidangan II; dan 
g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro 

Persidangan II. 

Pasa1169C 
Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara terdiri atas: 
a. Subbagian Rapat; dan 
b. Subbagian Tata Usaha. 

Pasall69D 
( 1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan dukungan 

pelaksanaan penyiapan bahanfmateri dan pelaksanaan rapat 
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara. 

(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan dukungan 
tata usaha persidangan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara. 

8. Ketentuan Pasal 203 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasa1203 
Biro Kesekretariatan Pimpinan terdiri atas: 
a. Bagian Sekretariat Ketua; 
b. Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan; 
c. Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Industri dan 

Pembangunan; 
d. Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan; 
e. Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat; 
f. Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Akuntabilitas Keuangan, 

Kerumahtanggaan, dan Hubungan Antar Lembaga; 
g. Bagian Sekretariat Badan Musyawarah; 
h. Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan; 
1. Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal; dan 
J. Bagian Tata U saha Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota 

DPR. 
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9. Diantara Pasal 223 dan 224 disisipkan 5 (lima) pasal yakni Pasal 
223A, 223B, 223C, 223D, dan 223E sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal223A 
Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Akuntabilitas Keuangan, 
Kerumahtanggaan, dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas 
melaksanakan kegiatan tata usaha dan kerumahtanggaan Wakil 
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Repu blik Indonesia Bidang 
Akuntabilitas Keuangan, Kerumahtanggaan, dan Hubungan Antar 
Lembaga. 

Pasal223B 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal220, 
Bagian Sekretariat W akil Ketua Bidang Akuntabilitas Keuangan, 
Kerumahtanggaan, dan Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan 
fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat 

Wakil Ketua Bidang Akuntabilitas Keuangan, Kerumahtanggaan, 
dan Hubungan Antar Lembaga; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang tata usaha dan 
kerumahtanggaan; 

c. pelaksanaan urusan tata usaha Wakil Ketua Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia Bidang Akuntabilitas Keuangan, 
Kerumahtanggaan, dan Hubungan Antar Lembaga; 

d. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan W akil Ketua Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Akuntabilitas 
Keuangan, Kerumahtanggaan, dan Hubungan Antar Lembaga; 

e. pelaksanaan dukungan rapat Wakil Ketua Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia Bidang Akuntabilitas Keuangan, 
Kerumahtanggaan, dan Hubungan Antar Lembaga; 

f. pelaksanaan dukungan administrasi Staf Khusus Wakil Ketua 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang 
Akuntabilitas Keuangan, Kerumahtanggaan, dan Hubungan Antar 
Lembaga; 

g. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro 
Kesekretariatan Pimpinan; dan 

h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro 
Kesekretariatan Pimpinan. 

Pasal223C 
Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Akuntabilitas Keuangan, 
Kerumahtanggaan, dan Hubungan Antar Lembaga terdiri atas: 
a . Subbagian Tata Usaha; dan 
b. Su bbagian Kerumahtanggaan. 
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Pasal223D 
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata 

usaha Wakil Ketua dan dukungan administrasi Staf Khusus W akil 
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang 
Akuntabilitas Keuangan, Kerumahtanggaan, dan Hubungan Antar 
Lembaga. 

(2) Subbagian Kerumahtanggaan mempunyai tugas melakukan 
urusan kerumahtanggaan, pengaturan tamu, dan perjalanan 
dinas Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
Bidang Akuntabilitas Keuangan, Kerumahtanggaan, dan 
Hubungan Antar Lembaga. 

Pasa1223E 
Jumlah Bagian yang melaksanakan dukungan kesekretariatan 
kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 akan disesuaikan dengan 
susunan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
setelah hasil pemilihan umum tahun 2019 sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 427D Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

10. Ketentuan Pasa1275 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal275 
Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan layanan 
perpustakaan, pengolahan data dan teknologi informasi, serta 
pengelolaan kearsipan dan museum. 

11. Ketentuan Pasal 276 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal276 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal275, 
Pusat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi: 
a . perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Data dan 

Informasi; 
b. perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Data dan 

Informasi; 
c . perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat 

Data dan Informasi; 
d . pengoordinasian dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas di 

lingkungan Pusat Data dan Informasi; 
e. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perpustakaan, 

teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan kearsipan 
dan museum; 

f. pengelolaan perpustakaan; 
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g. pengelolaan teknologi informasi dan layanan pengadaan 
barangjjasa secara elektronik; 

h . pengelolaan kearsipan dan museum; 
1. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Sekretaris 

Jenderal; 
j. penyusunan laporan kinerja Pusat Data dan Informasi; dan 
k. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Sekretaris 

Jenderal. 

12. Ketentuan Pasal 277 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal277 
Pusat Data dan Informasi terdiri atas: 
a. Bidang Perpustakaan; 
b. Bidang Data dan Teknologi Informasi; 
c. Bidang Arsip dan Museum; 
d. Subbagian Tata Usaha; dan 
e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

13. Pasal284 dihapus. 

14. Pasal 285 dihapus. 

15. Diantara Pasal 329 dan 330 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 
329A sehingga berbunyl sebagai berlkut: 

Pasal329A 
Sepanjang unit pembina jabatan fungsional Perisalah Legislatif dan 
jabatan fungsional Asisten Perisalah Legislatif belum dibentuk, 
pelaksanaan tugas unit pembina dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian 
dan Organisasi. 

16. Diantara Pasal 333 dan 334 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 
333A sehingga berbunyi sebagal berikut: 

Pasa1333A 
Pada saat Peraturan Sekretaris J enderal Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia ini mulai berlaku seluruh Lampiran Peraturan 
Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia dan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan 
atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal n 
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal23 Apri12018 
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I- f-
KEANGGOTMN 

t- SUBBAG ORGANISASI t-
SUBBAG 

PELA YANAN MEDIK 

SUBBAG MANAJEMEN 
SUBBA(;; 

'- SUBBAG TATA LAKSANA 
SUBBAG 

KESEKRETARIATAN '-
TATA USAHA 

1- '-
KINERJA PEGAWAI 

FRAKS! 

..... SUBBAG KESEJAHTERAAN 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 
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BIRO PERENCANAAN 
DAN KEUANGAN 

I 
I I I I 

BAGIAN BAGIAN BAG IAN BAG IAN 
PERENCANAAN ADMINISTRASI KEUANGAN EVALUASI DAN PELAPORAN PERJALANAN 

I I I I 

SUBBAGIAN PENYUSUNAN 
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN PERJALANAN .... PROGRAM DAN ANGGARAN r-

KAS DAN PEMBUKUAN 
t-

MONITORING DAN EVALUASI .,_ DINAS DALAM NEGERI DEWAN 
DPR 

SUBBAGIAN PENYUSUNAN 
SUBBAGIAN SUBBAGIAN 

SUBBAGIAN PERJALANAN 
I-

PROGRAM DAN ANGGARAN '-
PENGGAJIAN 

..... 
PELAPORAN 

.... DINAS DALAM NEGERI 
SET JEN DAN BADAN SET JEN DAN BK 

KEAHLIAN 

'-
SUBBAGIAN PERJALANAN 

DINAS LUAR NEGERI 
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BIRO PENGELOLAAN BARANG 
MILIK NEGARA 

1 
I I I I 

BAGIAN ADMINISTRASI BMN 
BAGIAN GEDUNG DAN BAGIAN PENGELOLAAN BAGIAN 

INSTALASI R UMAH JABA TAN PENGELOLAAN WISMA DPR 

I I I 

SUBBAG PERENCANAAN SUBBAG SUBBAG PENGELOLAAN SUBBAG 
f-

DAN PEMANFAATAN BMN 
f-

GEDUNG DAN TAMAN -
R~ KALIBATA - PELA YANAN WI SMA 

SUBBAG SUBBAG 
SUBBAG PENGELOLAAN 

SUBBAG - PENATAUSAHAAN BMN 
f-

MEKANIKAL 
'- RJ PIMPINAN DAN R~ ..._ 

PEMELIHARAAN WISMA 
ULUJAMI 

SUBBAG SUBBAG - -
PELAPORAN BMN ELEKTRIKAL 
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BIRO UMUM 

[ 
I I I I 

BAGIAN BAGIAN PERSURATAN DAN 
BAGIAN KENDARAAN 

BAGIAN PENGAMANAN 
LA YANAN PENGADAAN PENYIMPANAN DALAM 

I I I I 

SUBBAGIAN SUBBAG SUBBAG PELA YANAN SUBBAGPELAKSANAAN 

PENGADAANI 
-

TATA PERSURATAN ANGKUTAN 
r- PENGAMANANKOMPLEKS 

DPRRI 

SUBBAG PELAKSANAAN 
SUBBAG SUBBAG PENYIMPANAN SUBBAG PEMELIHARAAN 

1.- '-- '-- - PENGAMANAN RUMAH 
PENGADAAN II DAN PENDISTRIBUSIAN KENDARAAN DINAS JABATAN PIMPINAN 06.N 

ANGGOTA 

'--
SUBBAG ADMINISTRASI 

PENGAMANAN 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 
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DEPUfl 
BIDANG P E R B IDANGAN 

I 
I I I I I 

.. ....., Pl!lltaiDANOAN I I BIN:> I BIN:> tea fiUA eA. Mil' AH TAJt I BIN:> BIN:> I ~f'aiOANQAN II I"AN.8MaN KllaaK..-.T-""IATAN ~P'INAN ....... lltfTAAN PAIIIL.eMeN 

H 8AOIAN I H 8AOIAN BI!KAETAI'IIAT I H ISAOIAN SllKfiiii!.TA"IAT I H 8AOIAN H IIAOIAN 

I SI!.KRI!TAfU" T KOMISI I 
8Aa.. N LI!OIBI,.ABI 

t<E~ SAM~' ~OANISASI BIIKI'IETAAIAT KIITUA M&OIA C&TAK OAN IIIII! C1 A 
INTeflll NASI ON AI,. SO SIAL 

H BAOIAN I ~ I ~ I H ~ I 
81!KRI!TAI'tiAT KOMI& III 

BAOIAN BIIKAE"l?'II'IIAT IIAOIAN 8WKRilTAfltiAT IIAO aE KJIIt I!.TAflt&A T 8Aa.AN HUBUNQAN 
.-..~N~~ftAN 

KEfllt..JA SAr..- OfltOANISAal WAKIL KI!T~ BIDI'NO POLITII< M AaV Alit IUCA T llti!OIONAL CAN KI! AMANAN 

H BAOIAN I 8EKR~-""1AT KOMI&! Ill 

-1 BAO&AN SEKfti!.TAfiii&AT 

I H BAOIAN BEKA&TAI'IIAT I H IIAO. &ei<I'IETAI'IIAT -1 BAOIAN I 
H I 

BADI' N AKUNTABILITA8 
~PUA 8AMA. BILAT.-RAL WAKIL KI!TUII\ BfD!t\NQ tNOU8Tflllll Tl!l.IEVI81 DAN JltACto PAALI!MI!.N 

BAOIAN KIIUA NOAN NEOAI'IA OAN Pe:MBANOUNAN 

Sl! KA ET AllltiA T' J<ot."IS I IV 

H BAGIAN aeKAE"n'RIAT I H BAOIAN AOMINieTfltASI I -1 BAO BEKAETAAIAT -1 I H I aACJlAN 
BAOIAN MAHKAMAH KI!.HO,..MATAN KEGIATAN LUA" NI!OI!flt l WAKJL KETlM' a iDI't.Na l!.t<.ONOMI 

PI! Nl! !'~BIT AN 
&EKRETAI'tiAT KOMI& I \1 DEWAN A NOOOTA OAN Kl!: UANOAN 

H BAOIAN I H SAotAN &I!""'I!.Tl'\l'tiAT I ~ 
IIACJ SE.Kfllti!.TA ... I.AT 

81!KAI!'TAplttAT" I(QMIAI V I B.Ao-.N U~8AN fltl..MAH y I 
WAKIL t<ETl.JII'. Bt~NO y I TAN GOA KII L OMPOK..IABATAN Kl!ae..JAWTEAAAN f'IIAKVAT KI!L.Oflo4P0t<.JA8ATAN 

~UN:J .. ONAL fTUNOS.ONAL. 

H IIAOIAH I 8E~eTAA&AT I<OM181 V'l y I 
BA Q IS£ KFt ETAI'IIIA T 

BAOIAN 8EKAI!,.,..I'IIAT WAKJL. KE.T~ BI~NO 
PANTIA Kt«.JaUB - AKUNTABIUTAS KEUANOAN 

H I 
IICI!.....,MAMTANOGAAN. OAN 

BAOIAN HUIIUN:IAN ANTA .. LI!M..-..QA 
Se.~I!TAflltiAT KOM181 VIII 

H BAOIAN I H BAOIAN 811-llTAI'I"'T 

8EI<fU!"T'AA1AT f(OMIS IIX 
BAo.-.N MU8YAWA"AH 

H BAOIAN I H BAO.AN 8I!.Kflti!.TA .. lAT 
&e:KAET""'lAT ~lSI X. MU8VAWA.RAH PIMPtNAN 

H BAOIAN I SI!KAETA"lAT f(~ISIJICI H IIAOIAN TATAU&AHA PIMPI-N 
SI!.K .. ETA .. IAT .JI!NDI!.flltAL. 

H BAOIAN I PEfimiOANQAN PA~IPUr.NA 

H SAGfAN TATA U&A~ TI!NAQA 
A HL.I OAN 8TAF -*'OMINI8T .. A81 

H BAOIAN I ANOOOTAOPI'I 

"!SALAH 

H KI!.LOMPOt<.JAIIATAN I FUNG810N AL 
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BIRO 
PERSIDANGAN I 

I I I I I I I 
BAGIAN SEKRETARIAT BAGIAN SEKRETARIAT BAGIAN SEKRETARIAT BAGIAN SEKRETARIAT BAGIAN SEKRETARIAT BAGIAN $EKRETARIAT BAGIAN SEKRETARIAT 

KOMISII KOMISIII KOMISIIII KOMISI IV KOMISIV KOMISIVI KOMISIVII 

1 SUBBAG 

H 
SUB BAG H 

SUBBAG 

H 
SUBBAG SUBBAG SUBBAG 

H 
SUBBAG 

RAPAT RAP AT RAP AT RAPAT RAPAT RAPAT RAPAT 

1 SUBBAG I y SUB BAG y SUBBAG y SUBBAG SUBBAG SUBBAG 1 SUBBAG 
TATAUSAHA TATAUSAHA TATAUSAHA TATAUSAHA TATAUSAHA TATAUSAHA TATAUSAHA 

BAGIAN SEKRETARIAT BAGIAN SEKRETARIAT BAGIAN SEKRETARIAT BAGI~ SEKRETARIAT BAGIAN PERSI!l'NGAN BAGIAN KELOMPOK JABATAN 
KOMISIVIII KOMISIIX KOMISIX KOMISIXI PARIPURNA RISALAH FUNGSIOI'W. 

~ SUBBAG 1 SUB BAG 

H 
SUB BAG 

H 
SUBBAG 1 SUBBAG 

RAPAT RAPAT RAPAT RAPAT RAP AT 

1 SUBBAG 1 SUBBAG y SUBBAG y SUBBAG 1 SUBBAG 
TATAUSAHA TATAUSAHA TATAUSAHA TATAUSAHA TATAUSAHA 
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BIRO 
PERSIDANGAN II 

I 
I I I I I I 

BAGIAN SEKRETARIAT BAGIAN SEKRETARIAT 
BAGIAN SEKRETARIAT BAG IAN BAGIAN SEKRETARIAT 

BAGIAN SEKRETARIAT 
BADAN AKUNTABILITAS SEKRETARIAT MAHKAMAH BADAN URUSAN RUMAH 

BADAN LEGISLASI BADAN ANGGARAN 
KEUANGAN NEGARA KEHORMAT AN DEWAN TANGGA PANITIA KHUSUS 

I I J I 

SUBBAG SUBBAG SUBBAG 
f-

SUBBAG SUBBAG SUBBAG 
f-

RAPAT RAPAT RAPAT RAPAT RAPAT RAPAT 

SUBBAG SUBBAG SUBBAG SUBBAG SUBBAG SUBBAG 
'-

TATA USAHA 
'-

TATA USAHA TATAUSAHA TATA USAHA 
'-

TATA USAHA TATA USAHA 

SUBBAG 
ADMINISTRASI PERKARA 

11 
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BIRO KERJA SAMA 
ANTAR PARLEMEN 

I I I I 
BAG SET. KERJA SAMA 

BAG. SET. KERJA SAMA BAG. SET. KERJA SAMA 
BAG. ADMINISTRASI 

ORGANISASI 
ORGANISASI REGIONAL BILATERAL 

KEGIATAN LUAR NEGERI 
INTERNASIONAL ANGGOTA 

I I I I 

SUBBAG SUBBAG SUBBAG 
SUBBAG ,_ 

RAPAT 
- RAPAT 

r-
RAPAT 

r- PENYIAPAN 
ADMINISTRASI 

SUBBAG SUBBAG SUBBAG SUBBAG .__ 
TATA USAHA 

,__ 
TATA USAHA 

'-

TATA USAHA 
-

ALIH BAHASA 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 
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BIRO KESEKRETARIATAN 
PIMPINAN 

I I I I I I 
BAGIAN 

BAGIAN SEKRETARIAT BAGIAN SEKRETARIATWAKIL BAGIAN SEKRETARIAT BAGIAN SEKRETARIAT BAGIAN SE.KRETARIAT WAKIL KETUA 

SEKRETARIAT KETUA 
WAKIL KETUA BIDANG KETUA 81 DANG INDUSTRI MKJL KETUA BIDANG WAKIL KETUA BIDANG BIDANG AKUNTABILITAS KEUANGAN, 

POLITIK DAN KEAMANAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN KESEJAHTERAAN RAKY AT KERUMAHTANGGAAN, DAN 
HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA 

SUBBAG SUBBAG SUBBAG SUBBAG SUBBAG SUBBAG 
TATAUSAHA TATAUSAHA TATAUSAHA TATAUSAHA TATAUSAHA TATAUSAHA 

SUB BAG '-
SUBBAG SUBBAG SUBBAG SUBBAG 

KERl.t.1AHTANGGAAN KERUMAHTANGGAAN KERUMAHTANGGAAN KERLtAAHTANGGAAN KERl.tAAHTANGGAAN 
SUBBAG KERUMAHTANGGAAN 

I I 
BAGIAN SEKRETARJAT BAGIAN SEKRETARIAT 

BAGIAN TATA USAHA BAGIAN TATA USAHATENAGA. 

BADAN MUSYAWARAH MUSYAWARAH PIMPINAN 
PIMPINAN SEKRETARIAT AHU DAN STAF ADMINISTRASI 

JENDERAL ANGGOTADPR 

I 

t-
SUBBAG 1- SUBBAG SUBAG TU SEKRETARIS SUBAGTATAUSAHA 
RAP AT RAP AT JENOERAL I- TENAGAAHLI 

SUBBAG SUBBAG SUBAG TU OEPUTI SUBAG TATA USAHA STAF 
TATAUSAHA TATAUSAHA BIDANG PERSIOANGAN '- AOMINISTRASI ANGGOTA 

DPR 

SUBAG TU OEPUTI 
BIDANG ADMINISTRASI 
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BIRO 
PEMBERITAAN PARLEMEN 

I I J I 
BAG IAN 

BAGIAN Hl..eUNGAN 
BAGIAN 

BAGIAN 
MEDIA CETAK DAN TELEVISI DAN RADIO 

MEDIA SOSIAL 
MASYARAKAT 

PAR LEMEN PENERBITAN 

I I I I 

SUBBAG SUBBAG - SUBBAG PROGRAM DAN 
f-

SUBBAG 
t-

MEDIACETAK PENERANGAN PRODUKSI TELEVISI PROOUKSI 

SUBBAG MEDIA SOSIAL SUBBAG PELAYANAN - SUBBAG - SUBBAG ...... 
DAN WEBSITE INFORMASI PUBUK TEKNIK TELEVISI DISTRIBUSI 

SUBBAG SUBBAG - ANAUSIS MEDIA 
...__ 

RADIO 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 
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INSPEKTORAT UTAMA 

BAGIAN TATA USAHA 

I 
I I 

SUBBAG PERENCANAAN SUBBAG KEPEGAWAIAN SUBBAG EVALUASI DAN 
DAN KEUANGAN DANUMUM PELAPORAN 

I I 
INSPEKTORA T I INSPEKTORAT II 

I I 
KELOMPOK KELOMPOK 

JABATAN FUNGSIONA.L JABATAN RJNGSIONAL 
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DEPUTI BIDANG ADMIN! STRASI 

PUSA,T PEM>IDII<AN I'Y\N 
PELATIHAN 

SUBSAG 
TATAUSAHA 

BIDANG 
PERENCANAAN DIKLAT 

BIDANG 
PEI..AKSANMN DIKLAT 

BIDANG 
EVALUASI DIKLAT 

KELOMPOK 
JI'BATAN FUNGSIONAL 

DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN 

PUSAT 
DATA DAN INFORMASI 

SUBBAG 
TATAUSAHA 

BIDANG 
PERPUSTAKMN 

BIDANG DATA DAN 
TEKNOLOGI INFORMASI 

BIDANG 
ARSIP DAN MUSEUM 

KELOMPOK 
JABATAN FUNGSIONAL 
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PIMPINAN CPR Rl 

I 

I ; MQ~ti!ICMIUAN 
SEKRETARIAT JENDERAL 

BAG IAN TATA USAHA BAOIIN 
KEAI't.IAN 

1 

SUBBAG PER EN~ SUBBAG KEPEGAWAIAN SUBI!AG EVALUASl DAN 
OANKE~NGAN OANUMUM PELAPORAN 

PUSAT PERANCANGAN UNOANG- PUSAT PUS AT PUSAT KA.IIAN AIOJNTABIUTAS 
UN DANG 

PEMANTAUAN PELAKSANAAN KAJIAN ANOOARAN KEUANGAN NEGAAA PUSAT PEN ELI-mN 
UNDANG-UNDANG 

SUBBAGTATA SUBBAGTATA SUBBAGTATA SUBBAGTATA SUBBAGTATA 

US AHA 1- USAtiA US AHA USAHA US AHA 

KELOMPO< KELOMPO< KELOMPOK KEl.OMPO< KELOMPO< 
JABATAN FUNGSJOIIAL JABATAN FUNGSia.IAL JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSia.IAL JABATAN FUNGSIOIIAL 

PLT. S ~KRETAlUSJENDERAL 

.., ~~ 
w· DRA. D ANTI. M.SI. ~ 

NIP. 19~021 1 1987032002 - y 
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